
LEMBARAN DAERAII
I(ABUPATEN MAJALENGI{A

NOMOR: 5 TAIIUN 2AL6

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN MA"IALENGKA

IIOMOR 5 TA}IUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAII I(ABUPATEN MA.IALENGI(A
NOMOR 4 TAHUN 2O1I TENTANG PEIIIYELEITGGARAAN IZI1T GANGGUAN

DAIT RETRIBUSI IZIN GAIEGG}UAN DI I(ABUPATEN MA"'ALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
hukrrm, maka perlu melakukan penyesuaian atas
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 4 Tahun 2OlL tentang Penyelenggaraan
Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten
Majalengka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 4 Tahun 2O1l tentang Penyelenggaraan
Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten
Majalengka.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat

2. Undang-Undang ... 2
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38211;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor t9 Tahun 2AO4 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aao\;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3.

4.

6.

6.

7. Undang-Undang ... 3
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8.

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaAA\

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a72$;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7251;

11. Undang-Undang 'Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang
Pengelolaan Sampah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a851);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a866);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOg tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9591;

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor tL2 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

17. Undang-Undang ... 4



7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan da.n Tanggung Jawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a72a\;

1O. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7251;

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOB Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ;

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a851);

13. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8661;

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OA9 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a959);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor ll2 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O38);

16. Undang*Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

17. Undang-Undang ... 4
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17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
14O Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O59);

18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

2O. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2OA9 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2AO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OI4 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a92)';

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL4 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralqrat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 182 Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

24.lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahrrn 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

25. Peraturan Pemerintah ... 5
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1aO);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman PenSrusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO8 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8611;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor afi9l1,

3O. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A1O Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 1 1 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AI1 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52Og);

32. Peraturan Pemerintah ... 6
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2A1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah;un 2Ol2 tentang Izin
Lingkungan (Lembaratt Negara Republik Indonesia Tahun
2At2 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir d.engan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

35. Peraturan Menteri
tentang Pedoman
Satu Pintu;

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2AA6
Penyelenggara€Ln Pelayanan Terpadu

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2AOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2AO9 Nomor 2,);

40. Peraturan Daerah ...7
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4O. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OOq Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 8 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2AA9
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mqialengka {Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2ALl Nomor 8).

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11
Tahun 2Ol7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Majalengka Tahun 2Oll-2O31 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2Ol1 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAI{ILAN RAI(YAT DAERATI

KABI'PATEN MA.IALENGI{A
dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIIRAN DAERAH TEItTAilG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAII I{ABUPATEIT MAJALENGI(A NOMOR
4 TAIIT'N aOLL TEIYTANG PENYELEI{GGARAAN IZIN
GAITGGUAN DAIT RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI
KABUPATEIT MA"'ALEIYGI(A.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2Ol1 tentang Penyelenggaraan lzin Gangguan dan Retribusi lzin
Gangguan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 20ll Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yarlg menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ... 8
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3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang tugas pokok dan
fungsinya menangani bidang pengelolaan penzinan dan non perrzinan.

6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya
menangani bidang pengelolaan penzinan dan non perizinan.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8- Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maja-lengka pada PT-
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank
lainnya yang ditunjuk.

9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak
termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

1O. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan,
ketenteraman danlatau kesejahteraan terhadap kepentingan umum
secara terus menerus.

11. Badan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
narna dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk usaha lainnya.

12- Pembinaan adalah kegiatan r-rntuk memberikan pedoman dan
pengendalian untuk pelaksan aan izin gangguan.

13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap
pelaksan aan izin gangguan.

14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Kawasan ... 9
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15. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasaran dan fasilitas
penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri.

16. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang
diberikan menurut hukum Indonesia yang mengelola Kawasan Idustri.

17. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang
industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan
industri tetapi didalam RUTR yang berupa PMDN/PMA maupun Non
PMDN/PMA.

18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

19. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan
usaha-

20. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan
kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu
untuk mencari keuntungan.

21. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

22. Tirn Tektris adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari
Dinas/ Instansi terkait.

23. Rekomendasi adalah hasil analisis yang dilaksanakan secara khusus
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan yang
sesuai dengan jenis usaha yang dimohonkan.

24.Waj1b Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pernberian
izin gangguan.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

27. Surat... 10
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27. Slurat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi bempa bunga danf atalu denda.

3O. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.

31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

2. Ketenfuan Pasal 32 ayat
berbunyi sebagai berikut :

(4) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 32

Pasal 32

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

\21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) dihapus.

ayat (1) huruf d

pada ayat (U
perkembangan

pada ayat t2l

Pasal II ... 11
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Maj alengka
pada tanggal 3 Februari 2016

BUPATI MA"IALENGI{4,

Cap/Ttd

SUTRIST{O

Diundangkan di Maj alengka
pada tanggal 1 lreb::u,.::i zil la

DAERAH

DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2AL6 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (13/2016)

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALIT BAGIAIT HUKUM

siuil quil M.D.-i s.H.. M.Pd
NrP. 1968,0,3,27 199603 1 003

,:r\


